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Implementasi Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi terindikasi bahwa masih sedikit
Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-
faktor dan tahapan proses implementasi dari kebijakan Fasilitas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi di KPP Wagjib Pajak Besar Dua. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif
dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini
adalah dari ketiga faktor implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan
(i) waktu pengudangan kebijakan yang kurang tepat (ii) tidak terdapat indikator keberhasilan kebijakan (iii)
pertumbuhan ekonomi yang lambat dan teknologi yang masih belum mumpuni (iv) harapan dikeluarkannya
kebijakan tax amnesty. Proses implementasi kebijakan diawali dengan penerbitan PMK 91/2015, dilanjutkan
dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak.

...... Implementation of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions policy indicated that only few
of taxpayers who take advantage of the policy. Thisresearch is aimed to describe policy implementation
factors and process of Reduction or Nullification of Administrative Sanctions at Large Tax Office Two. This
research conducted by using quantitative-descriptive approach with library research and in-depth interviews
as data collection technique. The result of this research is among three factors of policy implementation,
there are some lackness. Thisis because there are obstacles associated with (i) timing of policy
implementation (ii) the absence of success indicator of policy implementation (iii) a slower economic
growth and the technology is still not qualified (iv) rumour of tax amnesty policy. Implementation process
started with PMK 91/2015, followed by increasing of taxpayers compliance and state reveue.
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